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BUPATI BENGKULU TENGAH 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR tO TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan 
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4870); 

3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); /r 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5539), sebagairnana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah 
Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 6); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nornor 611); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nornor 04 
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04); 

9. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nornor 11 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah Tahun 2019 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat seternpat 
berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal-usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
rnempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
rnenyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pemerintah 

fr Daerah. 
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6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

7. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah dan 
diberikan secara teratur setiap bulannya kepada Kepala Desa 
dan Perangkat Desa serta dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

8. Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diberikan 
setiap bulan kepada Kepala Desa. 

9 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa 
yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh Desa. 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan penghasilan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa meliputi: 
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. Tunjangan Kepala Desa; dan 
c. Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

BAB II 
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 3 

( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Penghasilan 
Tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang 
bersumber dari ADD. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi; 
c. Kepala Urusan; dan 
d. Kepala Dusun. 

(3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat 

ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh 
rupiah) per bulan setara 120% (seratus dua puluh per 
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang II/a; 

b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua 
ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh 
rupiah) per bulan setara 110% (seratus sepuluh per 
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang II/a; f; 
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(4) 

(5) 

c. Kepala Seksi sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 
100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang II/a; 

d. Kepala Urusan sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 
I 00% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang II/a; 

e. Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 
100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang TI/a. 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari 
sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa. 

BAB III 
TUNJANGAN KEPALA DESA 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa yang 
bersumber dari ADD. 

(2) Besaran Tunjangan Kepala Desa paling tinggi sebesar 
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. 

BAB IV 
PENERlMAAN LAIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 5 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan 
lain yang sah. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat ( 1) bersumber dari pendapatan asli desa a tau sumber 
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran pendapatan asli desa yang dapat digunakan sebagai 
sumber penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus). 

(4) Besaran penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan oleh Kepala Desa secara proporsional dengan 
keputusan Kepala Desa. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Tunjangan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Penerimaan 
Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal 5, dibayarkan terhitung mulai bulan 
Januari tahun 2020. I, 
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Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penghasilan 
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan 
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 
2016 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

I 
Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal 9 l\1011.ei 2020 

SEKRETARIS DAERAH ! 
{~ KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 

~~ 
EDY HERMANSY AH 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal 9 f'l'\..Q,11,tit 2020 

BUPATI BENGKULU TENGAH;t/ 

~ 
+H. FERRY RAMLI I 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR -~~ -

i 
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